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Salah satu perjanjian yang dilarang menurut ketentuan UU Nomor 5 Tahun 999 adal ah perjanjian tertutup
(exclusive dealing). Dalam ketentuan Pasal 15 UU Jomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha
dilarang membuat perjanjian lengan pelaku usahalain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang
menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan 1tau jasa
tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Untuk nemahami tentang hubungan antara
penyalahgunaan posisi dominan dengan lerjanjian tertutup, maka perlu dicermati tentarig tigahal: 1
)hubungan yang signifikan antara posisi dominan pelaku usaha dengan terjadinya suatu perjanjian tertutup,
~)pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 06/K PPU.12004 untuk menentukan
bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kasus tersebut termasuk dalam perjanjian tertutup
yang dilarang oleh UU Nomor 5 lahun 1999, 3)hubungan antara posisi dominan dengan perjanjian tertutup
dalam perkara Putusan Nomor 06/K PPU/2004. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berkaitan
dengan permasal ahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun metode
penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif malitis.Sedangkan
teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Menyalahgunaan posis dominan
mempunyai hubungan yang sangat eraUsignifikan dengan perjanjian tertutup. Hal ini bisadilihat dari
ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf :1. Disamping itu hubungan penyalahgunaan posisi dominan dengan
perjanjian tertutup tersebut, dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (3) yang melarang pelaku usaha Jntuk
membuat perjanjian mengenai harga atau potoilgan harga tertentu atas barang :ian atau jasa. Untuk
menentukan adanya perjanjian tertutup, pendekatan yang :iilakukan adaiah pendekatan per seillegal.
Pendekatan per seillegal juga digunakan dalam beberapa perkara yang diputuskan oleh Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU), antaralain, dalam Putusan Nomor: 10/K PPU-L/2001. Putusan KPPU

No0.06/K PPU-U2004, yang menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal
15 ayat (3) huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf a. Jo ayat (2) huruf a, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut terdapat hubungan yang sangat erat antara penyalahgunaan
posisi dominan dengan perjanjian tertutup.
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